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ABSTRAK 

 

Agrarian and Spatial Development is very important, because human life is very 

dependent on land. the government through various better service innovations, one 

of which is through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program 

which aims to accelerate the land registration process. In accordance with article 

42 paragraph (1) Permen ATR / Ka.Bpn Number 6 of 2018, PTSL implementation 

can be carried out based on community participation with the assistance of the 

Land Data Collector (Puldatan). This research aims to understand the 

progressivity of PTSL-PM implementation, focusing on the role of village 

government and community participation. The method used in this research is 

Qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that, based 

on the theory according to Van Meter and Van Horn (1975), the role of the Village 

Government in the implementation of the PTSL-PM Program still needs to be 

improved, especially in increasing resources, inter-organizational interactions, 

implementing characteristics and implementing dispositions. It is necessary to 

evaluate the Village Government to be able to increase the success of the program 

and improve the quality of services to the community. Although there is still a 

need to improve the quality of implementers, there are still several factors that are 

implemented such as policy standards and objectives and the entanglement 

between social, economic and political factors. This shows that the Village 

Government has shown some success, so it needs to be improved in other aspects 

to achieve overall program success. Obstacles stem from two factors, namely 

internal and external. External factors come from outside parties regarding the low 

understanding of the community and the constraints of the weather factor. 

Solutions are carried out through approaches to the community to increase 

understanding and awareness of the community in the implementation of the 

PTSL-PM program. 

Keywords: Land Registration, Progress, Community Participation 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Agraria dan Tata Ruang sangat penting karena 

kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Dengan adanya sumber daya 

agraria, khususnya tanah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi segala 

kebutuhan rakyat terutama yang mendukung mengenai keberlangsungan hidup 

(Fajar et al., 2022 : 03). Pembangunan agraria memerlukan adanya pengelolaan 

berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah melalui 

perubahan yang lebih baik. 

Penanganan informasi dan data terkait tanah merupakan faktor yang 

penting sehingga tidak bisa diabaikan. Beberapa instansi publik telah banyak 

melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, mudah 

dan terjangkau oleh masyarakat, salah satunya terkait pendaftaran tanah 

meskipun dalam pelaksanaannya masih mendapat kritik dari sebagian 

masyarakat yang mengurus sertipikat tanah Salah satu inovasi yang di lakukan 

oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Noviawan & Khuzaini, 2020:3). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

Pertama kali yang dilakukan serentak bagi seluruh obyek pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan, 

meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis 

untuk keperluan pendaftarannya. 

Perbedaan PTSL dengan Pendaftaran Tanah sistematik sebelumnya adalah 

kesadaran bahwa tidak semua bidang tanah dapat diterbitkan sertipikatnya 

berdasarkan aspek yuridis. Proses PTSL dilakukan secara bertahap disetiap desa 

dalam kabupaten serta kelurahan di area perkotaan yang mencakup seluruh 

bidang  tanah.  Kebijakan  PTSL  untuk  menciptakan  data  baru  serta 
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mempertahankan kualitas data bidang tanah yang ada, sehingga bidang tanah 

tersebut terdaftar secara menyeluruh dan tepat (Noviawan & Khuzaini, 

2020:4). 

Berdasarkan laman Atrbpn.go.id dapat dilihat capaian PTSL pada tahun 

2024 data per November yaitu sebanyak 2,8 juta bidang tanah. Dari jumlah 

perkiraan total bidang tanah yang telah terdaftar atau telah bersertipikat 

sebanyak 94,5 bidang diantaranya telah bersertipikat (75,05%). 

Dilakukannya Pendaftaran tanah di Indonesia dikarenakan masih Lemahnya 

pembuktian dan masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar dan juga 

kurangnya kesadaran masyarakat. 

Pada saat ini inisiatif PTSL dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat 

proses pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan dalam 

ketersediaan jumlah SDM. Upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut 

melalui program PTSL yang melibatkan partisipasi masyarakat (Abrianto, 

2023:150). Sehingga progres kegiatan pada saat pelaksanaan memerlukan 

keterlibatan partisipasi masyarakat. Dalam pasal 42 ayat (1) Permen 

ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan PTSL dapat 

dilakukan berbasis Partisipasi Masyarakat di bantu oleh Petugas pengumpul 

data pertanahan (Puldatan). 

Puldatan merupakan perwakilan dari Pemerintah desa, dalam hal ini 

keterlibatan Pemerintah Desa menjadi salah satu dukungan penuh atas 

Program PTSL-PM. Dukungan melalui kesiapan panitia desa dalam 

melakukan penyiapan daftar norminatif peserta PTSL-PM serta pemetaan K4 

termasuk dalam kesiapan pengumpulan dokumen yuridis (Aditya et al., 2021 

: 08). Maka kesiapan dan dukungan dari Pemerintah Desa sangat diperlukan 

dan disertai dengan partisipasi masyarakat. 

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam program PTSL berbasis Partisipasi 

masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Karena 

posisi Pemerintah Desa lebih dekat dengan masyarakat, mereka dapat 

membantu memberikan informasi yang lebih valid mengenai letak bidang 

tanah (Aristo & Mujiburohman, 2023 : 132). Oleh karena itu, melalui 
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keterlibatan Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong partisipasi 

masyarakat, mempercepat proses pendataan dan membangun kepercayaan 

masyarakat untuk mengikuti program dan menghasilkan perubahan yang 

lebih baik. 

Pemerintah Desa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan 

program seperti PTSL-PM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memudahkan akses informasi masyarakat melalui informasi yang tersedia di 

Desa (Saputra Agung, 2020 : 603). Progresivitas Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola Pemerintahan yang baik dapat 

berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga 

dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sistem 

pertanahan yang lebih baik dalam program PTSL-PM dapat menjadi sebuah 

dasar untuk meningkatkan kualitas pendaftaran tanah. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kantor 

pertanahan yang melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap berbasis Partisipasi masyarakat, pada tahun 2017 menyelesaikan 

20.000 bidang tanah, kemudian pada tahun 2018 terdapat 65.641 bidang tanah 

yang diselesaikan, di tahun 2019 memiliki target sebanyak 45.000 bidang 

tanah (Putrisasmita, 2023:27). Target PTSL-PM pada tahun 2024 yaitu 

68.183 PBT dan 46.000 SHAT.Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran 

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lokasi wilayah yang mengikuti 

Program PTSL-PM dengan Target PBT sebanyak 1989, Target SHAT 

sebanyak 450 dan memiliki potensi K4 sejumlah 17 bidang. 

Melalui adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi 

masyarakat setidaknya memberikan ruang interaksi antara Badan Pertanahan 

Nasional, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan 

masyarakat dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kelurahan/Desa dan 

memberikan kemudahan terhadap Desa yang memiliki lokasi yang jauh dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Namun pada pelaksanaannya masih 

memiliki kendala. Kendala tersebut terbagi menjadi dua yaitu, Pertama 

kendala internal, kendala yang berasal dari pihak pelaksana yaitu kantor 



4  

 

pertanahan dan Pemerintah Desa. Kedua kendala eksternal, kendala yang 

berasal dari luar pelaksana seperti masyarakat (Wulansari, 2024:109). 

Masih terdapatnya permasalahan di lapangan contohnya pemahaman 

masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, dan beberapa tantangan 

yang terjadi dilapangan yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga 

menghambat koordinasi-koordinasi dengan tim puldatan masih terdapatnya 

sebagian masyarakat yang merasa tidak yakin akan diterbitkan sertipikatnya 

dan masih terdapat warga yang responnya kurang baik dalam pengukuran, 

maka melalui penelitian ini diharapkan dapat melihat Progresivitas 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat yang 

ada di Desa Hulubanteng. Dalam pelaksanaan program PTSL-PM 

membutuhkan adanya kemajuan yang nyata yang dilihat melalui sejauh mana 

peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan program. 

Kemajuan ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi implementasi 

program di lapangan, meliputi kemampuan tahap pengumpulan data. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam menjalanan percepatan pendaftaran tanah yang melibatkan 

partisipasi masyarakat, terdapat realitas hubungan dengan keadaan 

masyarakat serta keterlibatan pihak-pihak berkepentingan, dimana dengan 

adanya keterlibatan para pihak yang baik, maka akan menghasilkan 

progresivitas PTSL- PM yang baik. Berdasarkan hasil studi dan peraturan 

hukum yang ada, dapat disimpulkan adanya hubungan Progresivitas kegiatan 

PTSL-PM ini. Untuk memperjelas isu yang diangkat dalam studi ini, terdapat 

sejumlah pertanyaan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana progresivitas peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi 

Masyarakat (PTSL-PM) dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van 

Horn di Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon? 
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2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam progresivitas kegiatan 

PTSL-PM di Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran, Kabupaten 

Cirebon? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk : 

 

1. Mengetahui bagaimana progresivitas kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Desa 

Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam 

progresivitas kegiatan PTSL-PM di Desa Hulubanteng, Kecamatan 

Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 

 

1. Secara teoritis, dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk 

memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang pertanahan 

pada umumnya dan pada khususnya terhadap kebijakan pelaksanaan 

PTSL partisipatif untuk mendorong terselenggaranya kegiatan 

pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia oleh Kementerian 

ATR/BPN. 

2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Pertanahan di 

Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang 

pertanahanan pada saat pelaksanaan PTSL-PM, serta memberikan 

masukan terkait dengan penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan 

PTSL-PM. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang ditemukan, menurut teori Van Meter dan Van 

Horn (1975), ditemukan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan 

Program PTSL-PM masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan 

sumber daya, interaksi antar organisasi, karakteristik pelaksana dan disposisi 

pelaksana. Perlu dilakukan adanya evaluasi terhadap Pemerintah Desa untuk 

dapat meningkatkan keberhasilan program dan meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun masih diperlukan adanya 

peningkatan kualiatas pelaksana, masih terdapat beberapa faktor yang 

terlaksana seperti standar dan sasaran kebijakan dan Keterikatan antara 

faktor sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Pemerintah Desa telah menunjukan beberapa keberhasilan, sehingga perlu 

ditingkatkan dalam aspek lainnya untuk mencapai keberhasilan program 

secara menyeluruh. 

Progresivitas pelaksanaan program PTSL-PM di Desa Hulubanteng 

menghadapi kendala yang bersumber dari dua faktor, yaitu internal dan 

eksternal. Faktor Internal berasal dari kesulitan Pemerintah Desa dalam 

melakukan proses input dokomen, baik itu data fisik dan data yuridis. 

Solusinya yaitu dengan monitoring dan pendampingan, untuk meminimalisir 

potensi kesalahan serta memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih 

baik. Faktor eksternal berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 

manfaat, tujuan serta alur pelaksanaan dan kesadaran masyarakat untuk 

mendaftarkan tanahnya, selain kendala yang disebabkan oleh masyarakat 

faktor cuaca juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang 

dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL- 

PM. Adapun mengatasi kendala yang diakibatkan oleh faktor perubahan 
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cuaca alternatif solusinya berupa penyesuaian jadwal kegiatan yang dapat 

dilakukan melalui koordinasi online dengan aplikasi WhatsApp sebagai 

sarana komunikasi dalam menyesuaikan adanya perubahan jadwal yang 

terjadi akibat perubahan cuaca. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Progresivitas Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Berbasis Partisipasi masyarakat (Di Desa Hulubanteng Kecamatan 

Pabuaran, Kabupaten Cirebon), berikut adalah beberapa saran penelitian yang 

dapat di pertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan PTSL kedepannya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yaitu Pertama Saran yang dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa perlu adanya upaya 

penyuluhan yang lebih mendalam dan fokus pada tujuan, manfaat dan 

mekanisme pelaksanaan PTSL. Kedua Perlu dipastikan adanya keterlibatan 

dari generasi muda yang aktif dalam pelaksanaan program dengan tujuan 

untuk menghasilkan hasil yang optimal melalui pemanfaatan teknologi. Dan 

Ketiga untuk meningkatkan komunikasi antar pihak Pemerintah Desa, saran 

pertama dengan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk 

memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di lingkungan kerja 

Pemerintah Desa dan saran kedua diperlukan pengembangan inisiatif dan 

kesiapan pelaksanaan dari Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan 

program. 
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